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PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

DINAS PENDIDII(AN DAN KEBUDAYAAN
Jl. H. Agus Salim - Painan Telp. (0756121602

SURAT PERJANJIAN KERJA

KEIGIATAN :

EBAITGI'NAN/RETIABILITASI GEDI'NG DAN PENGADAAIT SARANA DAN PRASARANA
SEKOLAH DASAR {DAr( RBGULER 2019)

PERER^IAAN:
REHABILITASI RUAITG KELAS SDI{ 14 LABAIiI

Antara
PEMERINTNI I(ABUPATEN PESISIR SELATAN

Dengan
KEPALA SEKOLAII

Nomor : O8/V/ SARPRAS-DAILSD/ SwI( I DPK-PS I 2OL9

Tanggal : 2O Mei 2OL9

rc hari inl Senln tanggal Dua hiluh bulan Mel tahun Dua Rlbtt Semhilan Belas, Kaml yang
Wa.tangan di bqwqh ini :

:iea=a

lflisEuee

-tefu.rm

l.{leclai

JAFRI, S.Pd

Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Pembinaan Sekolah Dasar

Tahun Anggaran 2O19

Jl. H. Agus Salim - Painan

l*prsrcak untuk dan atas nama Pemerintah Republik lndonesia Cq. Pemerintah Kabupaten Pesisir
$;,-rtmm*- aerdasarkan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 9OOla3/Kpts/BPT-PS l2Ol9
rummgsdi l8 Januari 2019 selanjutnya disebut Pihak Pertama.

: LIZONDRA, S.Pd

: Kepala Sekolah SDN 14 Laban

: fV Jurai

ecr::ic.k dan atas nama jabatan tersebut diatas berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan

Ie:ga:: tni rnenyatakan telah setuju dan sepakat untuk mengikat diri dalam suatu Perjanjian
k":re-a:a Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2O19 dengan ketentuan-
+r"::r:-::-eii dan syarat-syarat seperti dalam pasal-pasal di bawah ini :

$uar,o F::;e;al Kerja



Nomor

Tanggal

Pekerjaan

08/ V/ SARPRA&DAK,SDI SWK/ DPK.PS/ 20 T 9

20 MEI 2019
: Rehabilita.si Kelr:s SDN 14 laban

ffirkan:
Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang pelaksanaan pengadaan
baran g/j asa pemerintah,

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 141 Tahun 2018 tanggal 31
Desember 2O18 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 2O19

menentukan bahwa kegiatan peningkatan prasarana pendidikan dilakukan oleh
Panitia Pembangunan Sekolah secara swakelola yang ditetapkan oleh Kepala
Sekolah penerima alokasi DAK sebagai bagian integral manajemen berbasis sekolah,

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
2O19 tanggal L8 Januari 2O19 Tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana
Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2O19.

DPA SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun
Arrggaran 2019,

IIryan ini menyatakan telah setuju dan sepakat untuk mengikat dii-i dalam suatu Pe{anjian
Rmberian Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2O19 dengan ketentuan-
hentuan dan syarat-syarat seper-ti dalam pasal-pasal di bawah ini :

Pasal 1

TUJUAN PERJANJIAN

Tqfuan Perjanjian Kerja adalah unti,tk melaksanakan pekedaan di bawah ini :

Rehabilitasi Ruang Kelas SDl{ 14 Laban
Kecamatan Iv Jurai

ffi6k Kedua bersedia melaksanakan pekerjaan tersebut diatas sebagaimana yang tercantum dalam
mB & Gambar serta bertanggungjawab penuh terhadap penggunaan dana yang diterima,.

Pasal 2
SIIMBER DANA

qh',ool*ra!'dana pada kegiatan ini berasal dari Dana Alokasi Khusus Bidang Pendjdikan Tahun Anggaran
.ECn.9-

Pasal 3
NILAI PEI(ERJAAN

-lumlatr nilai pekerjaan tersebut dalam perjanjian ini adalah sebesar Rp. 25O.O0O.OO0,OO
i Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang dibebankan pada DPA SKPD No.

I OI-["O1-O1.O1.O1.16.1OO tang3al 31 Desember 2O18.

l.

2.

3^

4.

"tm krjanjian Keda



Nomor : O8/V/SARPRAS-DAI<-SD/SWK/DPK-PS/2O19

Tanggal : 2O MEI2O19
Pekerjaon : Rehabilitasi Ruang Kekts SDN 14 laban

&a pembayaran disalurkan ke no. Rekening sekolah penerima dengan rincian sbb :

hr Rekening

k Rekening

he Bank

DAI( SDN 14 LABAN

o400.o21().2s3a7-4

Bank Nagari Cabang Palnan

Pasal 8
PIKER.'AAil TAMBAII KURANG

Penyimpangan-penyimparrgan serta perubahan-perubahan yang merupakan penambahan
atau pengurangan pekerl'aan hanya dianggap sah sesudah mendapat perintah tertulis dari
Pihak Pertama dengan menyebutkan jenis dan perincian pekerjaan secara jelas.

Adanya pekerjaan tambah kurang tidak dapat dipakai sebagai alasan untuk merubah waktu
pelaksanaan pekerjaan kecuali atas persetujuan tertulis Pihak Pertama.

Pihak Kedua bertanggung jawab atas segala kerugian Pihak Pertama sebagai akibat
perbuatan orang - orang yang dipekerjakannya-

Pasal 9
PELAPORAN

Pihak kedua wajib membuat laporarr secara berkala mengenai pelaksanaan peke{aan /
kemajuan pekerjaan kepada Pihak Pertama.

Segaia laporan atau catatan pekerjaandibuat da1am bertuk buku hanan yang telah
disetujui oleh Pihak Pertama dan harus ada dilokasi p€kerjaan.

Pihak kedua rvajib membuat dan menyerahkan kepada Pihak Perrama foto-foto kegiatan
beserta kelengkapan administrasi lainnya pada tahapan per:cairan dana.

Laporan pertanggungjarvaban kegiatan harus sudah diserahkan oleh Pihak Kedua kepada
Pihak Pertama selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender terhitung saat selesainya
pelaksanaan pekerjaan, dilampiri antara lain :

Berita Acara Serah Terima,

Bukti pengeluaran (kwitansi), falrtur setiap pembelian barang dan bukti pengeluaran
lainnya,

Bukti setoran pajak,

Bukti teknis lainnya

1.

*m krjanjian Keqia



Nomor

Tanggal

Pekerjaan

: O8/ V/ SARPRASDAK.SD/ SWK/ DPK-PS/ 20 t 9

: 2O MEI2O19
: Rehobilitasi Ruang Kela.s SDN 74 Laban

Pasal 1O

SANKSI

Jika dalam pelaksanaan pekerjaan ditemukan hambatan/rintangan yang berada diluar
batas kemampuan Pihak Kedua, maka Pihak Kedua segera menyampaikan secara tertulis
kepada Pihak Pertama.

Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan mengalami keterlambatan atau terjadi penyimpangan
dari ketentuarl yang berlaku dalam dokumen teknis, RAB dan Gambar rencana, maka Pihak
Pertama secara sepihak dapat memutuskan/menghentikan pekerjaan tersebut.

3- Pemutusan/penghentian sebagaimana dimaksud ayat 2 diaias kepada Pihak
Kedua/penerima bantuan wajib mengernbalikan seluruh dana dan disetorkan ke kas daerah

l.

2-

l-

t.

)

Pasal 11
PAJAK

Pajak yang timbul akibat dari pelaksanaan kegiatan/pekerjaan wajib dipungut dan
disetorkan ke Negara oleh Pihak Kedua sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 12
FORCE MA"'EURE

Force Majeure adalah suatu kejadian yang menghambat pelaksanaan pekerjaan yang
sedang berjalan sedangkan keja<iiannya diluar kehendak/ke\yenangan dari Pihak Kedua
seperti bencdna alam, epidemik, peperangan, pemogokan, sabotase,
pemberontakan / demon strasi.

Apabila terjadi force majeure maka Pihak Kedua segera memberitahukan kepada Pihak
Pertama secara tertulis selambat-lambatnya dalam kurun *,aktu 3 (Tiga) hari sejak
terjadinya force majeure dengan dilengkapi bukti tertulis yang dikeluarkan oleh pitrak
berwenang.

3- Berdasarkan pemberitahuan tertulis.dari Pihak Kedua sebagaimana yang dimaksud dalam
ayat {2) maka Pihak Pertama akan melakukan'evaluasi dan kajiarr untuk mengambil
keputusan, menyetujui atau menolak permohonan dari Pihak Kedua tersebut.

4.- Apabila permohonan tertulis dari Pihak Kedua tentang forcc majeure diterima/disetujui
maka akan dilakukan perubahan perjanjian sedangkan peq'anjian awal dinyatakan batal.

hftr'fujran Ke{a

n'



Nomor

Tanggal

Pekerjoan

08/ V/ SARPRAS-DAK.SD/ SWK/ DPK.PS/ 2019
20 MEI 2019

Relnbililosi Ruang Kelas SDN 14 Inban

Pasal 13
PENU?UP

lMian Surat Perjanjian Ke{a ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak di Painan, pada
hi dan tanggal tersebut di atas. Surat Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 8 (delapan), 4 (empat)
,rrEF-f dialtaranya bermaterei cukup dan 4 (empat) rangkap lainnya masing-masing mempunyai
Hrratarl hukum yang Sama.

Painan, tanggal tersebut di atas

PIIIAK KEDUA,

Ir1rL\. Sclotah SDlf 14 Labaa

@oxDBs, sJ!!
L9620326 198403 1 004

PIHAK PERTA}IA,

Kuasa Pengguna Anggaran

JAFRI. S.Pd

NrP. 19690530 799711 1 001

Diketahul Oleh,
Kepala Dinas Pendidiken daa

Kebud.ayaan
Kabupaten Pesisir Selatan

H. ZULKIFLI.S.Pd.M.Pd
NIP. 19630730 198703 1 003

|hRqfmjianKerja


